Menimbang

Mengingat

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli bahwa
ketentuan mengenai tugas dan fungsi serta tata
kerja pada perangkat daerah ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Walikota
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli
bahwa tugas dan fungsi jabatan struktural pada
dinas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan
Fungsi Jabatan Struktural Dinas Sosial Kota
Gunungsitoli.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-UndangNomor 47 Tahun 2008
tentangPembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 184, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan



10.

11

12.

13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-UndangNomor S Tahun 2014 tentang
AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanlLembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah
Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL DINAS SOSIAL KOTA
GUNUNGSITOLI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

11.

12,

13.

14.

15.

Kota adalah Kota Gunungsitoli.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Gunungsitoli.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Gunungsitoli.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenubhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota
Gunungsitoli.

Sekretaris adalah kepala sekretariat pada Dinas
Sosial Kota Gunungsitoli.

Kepala bidang adalah kepala bidang pada Dinas
Sosial Kota Gunungsitoli.

Kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada
Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.

Kepala seksi adalah kepala seksi pada Dinas Sosial
Kota Gunungsitoli.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan
tinggi pada instansi pemerintah.



16.
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Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang
menduduki Jabatan Administrasi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yangberisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Kepala Dinas mempunyai tugasmembantu Walikota
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial
dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai
fungsi antara lain:

a. Perumusan kebijakan di bidangrehabilitasi dan

perlindungan jaminan sosial serta pemberdayaan
sosial dan fakir miskin;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan

perlindungan jaminan sosial serta pemberdayaan
sosial dan fakir miskin;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial serta
pemberdayaan sosial dan fakir miskin;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

€.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :
a. mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di

bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan
sosial serta pemberdayaan sosial dan fakir miskin;

b. mengkoordinasikan penyusunan program dan

kegiatan dinas;

memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan
mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial serta



(1)

(2)

pemberdayaan sosial dan fakir miskin sesuai
ketentuan yang berlaku;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai
bidang tugas dan fungsinya;

e. memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan
kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

f. mengadakan koordinasi tentang tugas-tugas
pembantuan menurut ketentuan yang berlaku;

g. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas;

h. menghadiri dan atau memimpin rapat/pertemuan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

i. merumuskan, mengkoordinasikan penyusunan
pelaporan, monitoring dan evaluasi serta
mempertanggung-jawabkan  tugas kedinasan
secara operasional maupun administrasi kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas
dan fungsinya;

j- memberi informasi, saran serta pertimbangan

kepada Walikota dalam bidang rehabilitasi dan
perlindungan jaminan sosial serta pemberdayaan
sosial dan fakir miskin sebagai bahan penerapan
kebijakan daerah;

k. melakukan pembinaan, penilaian dan evaluasi
pelaksanaan tugas dan fungsi serta urusan
kepegawaian pada dinas; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan
pimpinansesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris Dinas

Pasal 3

Sekretaris Dinas melaksanakan tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas mempunyai

fungsi antara lain:

a. pengkoordinasian kegiatan;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana
program dan anggaran,

c. pengumpulan dan pengolahan data serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi.



€.

f.

penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara
dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(3) Rincian tugas Sekretaris yaitu:

a.

b.

C.

memimpin penyelenggaraan tugas-tugas
kesekretariatan dinas;
mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas-tugas

lingkup dinas;

mengkoordinasikan penyusunan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama,
hukum, organisasi, hubungan masyarakat,
kearsipan, dan dokumentasi lingkup dinas;
menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran serta barang dan jasa untuk
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
menyelenggarakan  penatausahaan keuangan
Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan
pelaporan administrasi kepegawaian dinas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
menyelenggarakan  kegiatan protokoler dan
hubungan masyarakat yang berhubungan dengan
tugas — tugas dinas;

menyelenggarakan pengelolaan dan penataan
ketatausahaan dan kearsipan dinas;

menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan unit kerja;

menyelenggarakan koordinasi dalam

pengusulan/penunjukan kuasa pengguna
anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat
penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana
teknis kegiatan dan bendahara;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan
pengembangan karier bawahan;
mengkoordinasikan penyusunan analisa
penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas;
memberikan saran dan bahan pertimbangan
kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;

membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai
bahan informasi dan pertanggung jawaban;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Program dan Data

Pasal 4

Kepala Sub BagianProgram dan Data mempunyai
tugas melaksanakan penghimpunan, penyusunan,
pengelolaan dan pelaporan terkait program dan data.
Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program
dan Data mempunyai rincian tugas yaitu :

a. merencanakan kegiatan sub bagian program dan
data;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana program dan anggaran;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan
rencana strategis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan
Keterangan Pertanggungjawaban;

e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data;

g. menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil
penyusunan rencana kerja dan anggaran;

h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

i. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4
Kepala Sub BagianTata Usahadan Keuangan

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usahadan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan,
penyusunan, pengelolaan dan pelaporan terkait
ketatausahaan dan keuangan.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Keuangan mempunyai rincian tugas yaitu:



[

B

merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha
dan keuangan;

menyiapkan dan melaksanakan wurusan tata
usaha;

menyiapkan dan melaksanakan urusan
kepegawaian.

menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah
tangga;

menyiapkan dan melaksanakan urusan tata
naskah dinas dan kearsipan;

menyiapkan dan melaksanakan urusan
kehumasan;

melaksanakan urusan keprotokolan dan
penyiapan rapat-rapat dinas serta

pendokumntasian kegiatan dinas;

mengeloladan menginventarisasi barang milik
negara/ daerah pada lingkup dinas sesuai
ketentuan yang berlaku;

menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi
Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);

melaksanakan urusan penatalaksanaan
keuangan,;

melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial



Pasal 6

(1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan
Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan
rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

(2)

(3)

a.

e.

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rehabilitasi sosial anak,penyandang
disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan
orang diluar panti dan/ atau lembaga;
pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana
alam, perlindungan sosial korban bencana sosial,
jaminan sosial keluarga;

pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan
HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan
NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan
kepada pemerintah daerah Provinsi;

pelaksanaan norma, standar, prosedur dan
kriteria bidang rehabilitasi sosial diluar panti
dan/ atau lembaga dan perlindungan jaminan
sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala
Dinas.

Rincian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Perlindungan Jaminan Sosial yaitu:

a.

menyelenggarakankebijakan  teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporanpelaksanaan rehabilitasi sosial anak di
luar panti dan/atau lembaga;
menyelenggarakankebijakan  teknis, fasilitasi,
koordinasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial
penyandang disabilitas di luar panti dan/atau
lembaga;

menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporanpelaksanaan rehabilitasi sosial tuna
sosial dan korban perdagangan orang di luar panti
dan/atau lembaga;

menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporanrehabilitasi sosial lanjut usia di luar
panti dan/atau lembaga;

menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasikoordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perlindungan sosial korban bencana
alam;

menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan



pelaporanperlindungan sosial korban bencana
sosial;

menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporanjaminan sosial keluarga;
mengkoordinasikanpengelolaan data pelayanan
sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah
daerah provinsi;

mengkoordinasikan pengelolaan data pelayanan
sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah
daerah provinsi;

menyelenggarakan pelaksanaannorma,standar,
prosedur, dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di
luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan
jaminan sosial;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan,;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada

atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 6
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas
melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia
di luar panti dan/atau lembaga serta rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban
perdagangan orang.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi Sosial
mempunyai rincian tugas yaitu :

(2)

a.
b.

merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi sosial;
melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan pelayanan sosial anak balita
terlantar;,



melaksanakan kebijakan,pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan
dengan hukum;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang
memerlukan perlindungan khusus;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut
usia;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial
penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar
panti dan/atau lembaga;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial
penyandang disabilitas mental dan intelektual di
luar panti dan/atau lembaga;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan  rehabilitasi  sosial
gelandangan, pengemis, bekas warga binaan
lembaga pemasyarakatan, serta korban
perdagangan orang dan korban tindak kekerasan
di luar panti dan/atau lembaga;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti
dan/atau lembaga;

melakukan pengelolaan data pelayanan sosial
orang dengan HIV/AIDS (ODHA) wuntuk
dikoordinasikan dan dilaporkan kepada
pemerintah daerah provinsi;

melakukan pengelolaan data pelayanan sosial
korban penyalahgunaan NAPZA untuk
dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah
daerah provinsi;

. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta  pemantauan dan  evaluasi
pelaksanaan pengembangan kelembagaan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna
sosial dan korban perdagangan orang di luar panti
dan/atau lembaga;



membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 7

Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan
jaminan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas yaitu :

(2)

a.

b.

merencanakan kegiatan seksi perlindungan dan
jaminan sosial;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan kesiapsiagaan dan
mitigasi;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan
logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan
pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan
dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana sosial;

melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan
korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;



f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan
reintegrasi sosial;

g. melaksanakan Kkebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan  pelaksanaan  seleksi, verifikasi,
terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan
pendampingan jaminan sosial keluarga;

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 8
KepalaBidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin

Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan
sosial dan fakir miskin.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Fakir miskin mempunyai fungsi antara lain:

a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaaan pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat,
pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil,
serta pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;



b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial, pelaksanaan penangan fakir miskin
pedesaan, pelaksanaan penangan fakir miskin
perkotaan, serta pelaksanaan penangan fakir
miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan
antar Negara;

c. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin
cakupan kota;

d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan
penangan fakir miskin; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
atasan.

(3) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin
mempunyai rincian tugas yaitu :

a. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan,
keluarga, dan kelembagaan masyarakat;

b. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan sosial komunitas adat
terpencil;

c. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan,
keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi
sosial;

d. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan
sosial;

e. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;

f. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;

g. menyelenggarakan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir,
pulau-pulau kecil, dan perbatasan antarnegara;

h. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin
cakupan kota;

i. enyelenggarakan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan
sosial dan penanganan fakir miskin;

j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;



(1)

()

k. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 9
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan pemberdayaan masyarakat,
penyaluran bantuan stimulan, dan penataan
lingkungan, identifikasi dan penguatan kapasitas.
Dalam menyelenggarakan tugas  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Sosial
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan Kkegiatan seksi pemberdayaan
sosial.

b. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja
sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan
relawan sosial lainnya.

c. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial
komunitas adat terpencil.

d. melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, serta
supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan bantuan stimulan.

e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan
sosial.

f. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin
cakupan kota.

g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;

h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas.



(1)

(2)

i. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pendampingan; dan

j. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

1. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

p- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 10
KepalaSeksi Kelembagaan Sosial

Pasal 11

Kepala Seksi Kelembagaan Sosial mempunyai tugas
melaksanakan penguatan kelembagaan,
kepahlawanan, dan restorasi sosial.

Dalam  menyelenggarakan tugas  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Sosial

mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan seksi kelembagaan sosial

b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian

potensi, kepahlawanan, keperintisan,
kesetiakawanan, dan restorasi sosial;

mengelola taman makam pahlawan nasional kota;

melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan

teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga
konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli
keluarga;

e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat
kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga
kesejahteraan sosial;

a0



(1)

)

(3)
(4)

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat
berjalan dengan baik;

g. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada
bawahan baik lisan maupun tertulis guna
peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara
berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

j. memberikan saran dan pertimbangan kepada
atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
TATA KERJA

PASAL 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas,
Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bagian wajib menerapkanprinsipkoordinasi, integrasi,
simplifikasi dan sikronisasi dalam satuan kerja dan
antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Gunungsitoli.

Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
Penyelenggaraan ketatausahaan senantiasa
dikoordinasikan oleh Sekretaris dinas.

Dalam hal pejabat struktural berhalangan
melaksanakan tugas karena sesuatu hal maka dapat
menghunjuk pejabat setingkat dibawahnya dalam
melaksanakan tugas rutin sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 7C Tahun 2010
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Gunungsitoli
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapatmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Padatanggal %0 Desember 2016

WW GUNUNGSITOLI,
k

/
LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal = Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

EDISON ZILIWU



